SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta
untuk menjamin kepastian hukum sebagai akibat adanya
penataan kelembagaan pada unit pelaksana teknis daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas
Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perlu
melakukan penyesuaian struktur organisasi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah menjadi 1 (satu) Sekretariat
dan Kelompok Jabatan Fungsional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6777);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141);
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 860) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor
57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 907);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2022 Nomor: 860) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor
6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf ¢ sampai dengan huruf
h dan ayat (2) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawabhi:
1. Dihapus
2. Dihapus
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
Dihapus
Dihapus
Dihapus
Dihapus
Dihapus
Dihapus
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
j- UPT Dinas;
(2) Dihapus

=R I

2. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 367 diubah, sehingga
Pasal 367 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 367

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

(2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan
Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan,
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan
Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan,
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal,
Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
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d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 369 dihapus.
Pasal 370 dihapus.
Pasal 372 dihapus.
Pasal 373 dihapus.
Pasal 374 dihapus.
Pasal 375 dihapus.
Pasal 376 dihapus.
0. Pasal 377 dihapus.
1. Ketentuan Lampiran Bagan struktur bidang organisasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

m 20N Gak

Gubernur ini.
Pasal II

1. Masa jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Bidang dan
Seksi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang dihapus berdasarkan Peraturan Gubernur ini berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 atau diberhentikan/mutasi berdasarkan
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 November 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,
ttd
NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 967

RO HUKUM,

0610 200003 1 007

1p-—FoF77



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
57 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH.

BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS

TIPEA
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KOORDINATOR IF DAN
KELOMPOK JF PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

ANWAR HAFID



